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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir Kedudukan Anak Di Bawah 

Umur Dalam Perjanjian Penggunaan Jasa Influencer Di Media Sosial Dan 

Akibat Hukumnya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, dengan kesimpulan sebagai beriut : 

1. Jadi kedudukan anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan sebagai

Influencer di media sosial apabila dilihat dari jenis kegiatan 

pekerjaannya masuk kedalam jenis perjanjian kerja yang sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

yaitu jenis perjanjian kerja PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), 

karena influencer dalam melakukan pekerjaannya yaitu sebuah jasa 

endorsment. endorsmet itu sendiri bersifat musiman atau hanya bersifat 

sementara saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan dan Kep.235 /Men/2003 Tentang Jenis-Jenis 

Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral 

Anak tidak dijelaskan mengenai jenis pekerjaan sebagai influencer di 

media sosial sehingga hal tersebut tidak jelas apakah dilarang atau di 

perbolehkan. Menurut penulis influencer adalah suatu pekerjaan yang 

harus dilarang untuk dilakukan oleh anak di bawah umur karena masuk 

kepada menganggu kesehatan dan moral anak. 
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2. Jadi anak yang melakukan pekerjaan sebagai influencer dan pengguna

jasa influecer berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia 

yaitu Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan semua yang Umur 18 tahun keatas sudah 

dianggap dewasa yang dimana bisa melakukan hubungan kerja dan 

membuat suatu perjanjian sendiri. Sehingga akibat hukum terhadap 

anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan sebagai influencer dan 

pengguna jasa influecer dan membuat perjanjian kerja tanpa 

menggunakan wali sesuai dengan penjelasan pasal 52 ayat (2) dan (3) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

apabila influencer di bawah umur tidak menggunakan wali dalam 

membuat suatu perjanjian kerja dengan pengusaha maka perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir Kedudukan Anak Di Bawah Umur 

Dalam Perjanjian Penggunaan Jasa Influencer Di Media Sosial Dan Akibat 

Hukumnya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, dengan saran sebagai beriut : 

1. Untuk akademisi

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih maupun pemikiran lebih mendalam mengenai jenis pekerjaan 

baru pada zaman sekarang yang banyak menggunakan internet yaitu 

influencer di media sosial sehingga dapat lebih berhati-hati untuk 
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melakukan suatu hubungan kerja dengan influencer yang kebanyakan 

masih berada di bawah umur. 

2. Untuk pemerintah

Menurut penulis, pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan 

pengawasan serta penegakan hukum harus memiliki lembaga pengawasan 

khusus secara online untuk mengawasi influencer di media sosial, terutama 

yang berada di bawah umur. Serta mengawasi dan melihat isi perjanjian 

kerja yang dibuat oleh inlfuencer dan pengguna jasa influencer. Pemerintah 

juga harus membuat perundang-undangan yang khusus untuk pekerjaan 

yang berbasis online khususnya influencer belum diatur dan tidak 

mendapatkan perlindungan hukum serta untuk mendapatkan kepastian 

hukum apakah pekerjaan sebagai influencer bisa dilakukan oleh anak di 

bawah umur atau tidak. 


